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KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 000.9.6-1325 TAHUN 2023
TENTANG
PELAKSANAAN SISTEM KERJA DAN PENGELOLAAN KINERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PASCA PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

MENTERI DALAM NEGERI,
Menimbang     :  a.     bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu dilakukan penegasan pedoman dalam pengelolaan kinerja pegawai pasca penyederhanaan birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi  Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan penegasan terkait sistem kerja yang digunakan sebagai instrumen bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi unit organisasi pada Instansi Pemerintah setelah penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan dalam rangka penyederhanaan birokrasi;
c. bahwa pelaksanaan sistem kerja dan pengelolaan kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b berdampak kepada tugas, fungsi dan capaian kinerja Unit Kerja di Kementerian Dalam Negeri, sehingga perlu ditetapkan kebijakan internal di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;


d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pelaksanaan Sistem Kerja dan Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pasca Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 39  Tahun  2008  tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
3. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian  Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun  2022 Nomor 1433);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1436);
 (
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MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PELAKSANAAN SISTEM KERJA DAN PENGELOLAAN KINERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PASCA PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI  KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI.
KESATU	: Menetapkan pelaksanaan sistem kerja dan pengelolaan kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara pasca penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Unit Kerja.
KEDUA	: Pelaksanaan Sistem Kerja Pasca Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional di lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
KETIGA	: Pelaksanaan Sistem Kerja Pasca Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional di lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dilakukan dengan pembentukan Tim Kerja melalui Surat Tugas Pelaksanaan Tim Kerja.
KEEMPAT : Format Surat Tugas Pelaksanaan Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
KELIMA	: Tata Cara Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pasca Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional di lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
KEENAM	: Sistem Kerja digunakan sebagai instrumen bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.


KETUJUH : Pengelolaan kinerja Pegawai dilaksanakan untuk pencapaian Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri melalui peningkatan kualitas dan kapasitas Pegawai, penguatan peran Pimpinan, dan penguatan kolaborasi antara Pimpinan dengan Pegawai, antar-Pegawai, dan antara Pegawai dengan pemangku kepentingan lainnya.
KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-4311 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Koordinator dan Sub-Koordinator di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5845 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Koordinator dan Sub-Koordinator Unit Pelaksana Teknis Balai Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5415 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Koordinator dan Sub-Koordinator Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2023
a.n. MENTERI DALAM NEGERI SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

SUHAJAR DIANTORO
Tembusan Yth.: Menteri Dalam Negeri.

 (
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LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 000.9.6-1325 TAHUN 2023 TENTANG
PELAKSANAAN SISTEM KERJA DAN PENGELOLAAN KINERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PASCA PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

1. Pelaksanaan tata kelola kinerja, sistem, dan mekanisme kerja  disesuaikan dengan strategi dari masing-masing Unit Kerja dengan mempertimbangkan kesiapan dukungan infrastruktur, tata kelola, dan sumber daya yang tersedia.
2. Pelaksanaan tugas dalam mekanisme kerja pada Instansi Pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi membutuhkan beberapa penyesuaian, di antaranya:
a. Penentuan Kedudukan Pejabat Fungsional dan Pelaksana
Pejabat Fungsional dan pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Penilai Kinerja. Pejabat Penilai Kinerja merupakan atasan langsung dari Pejabat Fungsional dan pelaksana dengan ketentuan jabatan paling rendah adalah jabatan pengawas atau jabatan lain yang diberi pendelegasian wewenang.
b. Penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana
Pejabat Fungsional dan pelaksana dapat ditugaskan secara individu atau tim kerja untuk membantu pelaksanaan tugas Pimpinan Unit Organisasi. Pimpinan Unit Organisasi merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. Penugasan tersebut, dapat berupa penugasan langsung atau pengajuan sukarela kepada Pimpinan Unit Organisasi. Penugasan dapat dilakukan dalam unit organisasi atau antar unit organisasi.
c. Penyesuaian dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
Penyesuaian dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan pelaksana dapat dilakukan dalam tim kerja atau individu. Tim kerja dapat terdiri dari satu jenis atau lebih Jabatan Fungsional dan pelaksana. Di dalam tim kerja dapat ditunjuk seorang Ketua Tim. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dilakukan kepada Pejabat Penilai Kinerja maupun Pimpinan Unit Organisasi.



3. Sistem kerja baru pasca penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri tetap mengedepankan ketepatan pencapaian target kerja organisasi yang didistribusikan kepada tim kerja ataupun individu di dalam Unit Kerja melalui penugasan.  Penugasan kepada tim ataupun individu mengedepankan profesionalisme dan mempertimbangkan kompetensi serta beban kerja Pegawai, dan dapat melibatkan pegawai yang berasal dari lintas Unit Kerja.
4. Tim kerja dapat dibentuk sebagai pemenuhan kinerja dengan memperhatikan:
a. Pembentukan tim kerja dibentuk berdasarkan penjenjangan kinerja pada masing-masing Unit Kerja yang tertuang dalam Sistem Penilaian Kinerja Jabatan Aparatur;
b. Pembentukan tim kerja berkorelasi dengan output penjenjangan kinerja pada masing-masing Unit Kerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja;
c. Dalam hal distribusi pekerjaan dalam tim, ketua tim kerja membagi lebih lanjut komponen dan hasil kerja kepada anggota tim kerja; dan
d. Masing-masing Unit Kerja memastikan semua output dan target kinerja pada struktur yang dihapus untuk tetap dapat dilaksanakan melalui mekanisme tim kerja.
5. Tim kerja minimal terdiri dari ketua tim dan satu anggota tim kerja yang memiliki target output kinerja yang harus dihasilkan. Ruang lingkup dan komposisi tim kerja terdiri atas:
a. Tim Kerja Internal Unit Kerja Eselon II
Masing-masing Unit Kerja Eselon II Kementerian Dalam Negeri dapat membentuk tim kerja dalam satu Unit Kerja Eselon II.
b. Tim Kerja Antar Unit Kerja Eselon II
Masing-masing Unit Kerja Eselon II Kementerian Dalam Negeri dapat membentuk tim kerja Antar Unit Kerja Eselon II dalam satu Unit Kerja Eselon I maupun Lintas Unit Kerja Eselon I.
c. Tim Kerja Lintas Kementerian/Lembaga Non Pemerintah
Masing-masing Unit Kerja Eselon I dapat membentuk tim kerja lintas Kementerian/Lembaga Non Pemerintah.
6. Format Surat  Tugas Pelaksanaan Tim  Kerja sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a, huruf b, dan huruf c tercantum dalam huruf B, dan Huruf C pada Lampiran II.
7. Surat Tugas Pelaksanaan Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang (Pyb) yaitu Sekretaris Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan, Kepala Biro/Pusat Sekretariat Jenderal, Sekretaris KORPRI, dan Sekretaris DKPP.
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8. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b ditandatangani oleh Pimpinan Tinggi Madya atas nama Menteri Dalam Negeri.
9. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf c ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Dalam hal pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh tim kerja, pemilik kinerja setidak-tidaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
a. Penanggung Jawab
Penanggung jawab merupakan pimpinan unit organisasi yang ditugaskan oleh pemilik kinerja dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
b. Ketua Tim
Ketua Tim dapat berasal dari pejabat fungsional, administrator, pengawas, atau pelaksana yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas, dengan kelas jabatan minimal 7 (tujuh) atau kelas jabatan diatasnya.
c. Anggota Tim
Anggota Tim dapat berasal dari pejabat fungsional, administrator, pengawas, dan pelaksana yang berasal dari satu unit organisasi dan/atau lintas unit organisasi yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
d. Jangka Waktu
Jangka waktu penugasan dapat berlaku secara terbatas ataupun tidak berbatas waktu selama tidak adanya perubahan penugasan.
e. Validasi Pimpinan Kementerian Dalam Negeri
Penugasan lintas Unit Kerja/Instansi terhadap Pegawai dapat dilakukan apabila sudah terdapat rekomendasi atau persetujuan tertulis dari Jabatan Pimpinan Tinggi di Instansi asalnya, kepada Pegawai yang bersangkutan.
f. Riwayat Kinerja dan Perilaku Pegawai
Pertimbangan pemberian penugasan didasarkan atas kinerja yang baik dan perilaku Pegawai yang tidak memiliki catatan hukuman disiplin.
11. Tahapan penatakelolaan mekanisme kerja:
a. Pemetaan
1) Penyusunan Draft Rencana Kegiatan Unit Kerja.
2) Pemetaan Tim Kerja Unit Kerja.
3) Pemetaan Skala Prioritas Unit Kerja.
4) Pemetaan Lingkup Unit Kerja (Pelibatan Instansi/Unit Kerja Lain).


5) Pemetaan Rencana Operasional Kegiatan.
6) Penyusunan Output Tim Kerja.
b. Konsinyasi
1) Tahap Ekspose Kinerja Lingkup Unit Kerja dipimpin Pejabat Eselon II.
2) Penentuan Skala Prioritas Organisasi.
3) Pelaksanaan Penandatanganan Berita Acara Program Strategis dan Unit Kerja.
4) Pembagian Tim Kerja dan Anggota Tim Kerja pada Unit Kerja dan/atau Lintas Unit Kerja.
c. Proses Input Aplikasi
1) Proses Input Aplikasi Sistem Penilaian Kinerja Jabatan Aparatur.
2) Proses Penyusunan SKP dan Target Kinerja Bulanan/Periodik.
d. Pelaksanaan
1) Penyusunan Surat Tugas Tim Kerja Sesuai Lingkup Penugasan:
a) Nomenklatur Tim Kerja;
b) Waktu Pelaksanaan Tim Kerja;
c) Penanggung Jawab, Ketua dan Anggota Tim Kerja; dan
d) Pembagian Tugas dan Target Keluaran Tim Kerja.
2) Penyusunan Rencana Operasional.
3) Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Tim Kerja.
e. Monitoring Kinerja
Jabatan Pimpinan Tinggi pada masing-masing Unit Kerja dapat melakukan monitoring progres kinerja kepada ketua tim kerja secara periodik dan simultan selama pekerjaan berjalan.
f. Pelaporan Kinerja
Pelaporan kinerja tim kerja dilaksanakan melalui aplikasi Sistem Penilaian Kinerja Jabatan Aparatur sesuai dengan capaian kinerja tim aktual.
12. Susunan, Tanggung Jawab dan Ketentuan Pemilihan Ketua Tim Kerja:
a. Susunan Tim Kerja
Pelaksanaan kinerja organisasi dalam bentuk tim kerja, memiliki susunan tim antara lain:
1) Penanggung Jawab
Merupakan penanggung jawab kinerja yang diampu oleh Jabatan Pimpinan Tinggi masing-masing Unit Kerja.
2) Ketua
Ketua tim kerja yang dipilih berdasarkan pemilik kinerja organisasi yang akan dilaksanakan.
3) Anggota
Anggota tim kerja merupakan anggota internal atau dapat berasal dari


lintas Unit Kerja Eselon III, lintas Unit Kerja Eselon II, lintas Unit Kerja Eselon I dan atau lintas Kementerian/Lembaga Non Pemerintah.
b. Tanggung Jawab Internal Ketua dan Anggota Tim Kerja
1) Tanggung Jawab Ketua Tim
a) Menyusun rincian pelaksanaan kegiatan;
b) Membagi peran anggota tim sesuai dengan kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan;
c) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan;
d) Memberikan umpan balik berkala kepada anggota tim;
e) Melaporkan hasil kinerja anggota timnya kepada Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan sebagai bahan pertimbangan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana; dan
f) Melaksanakan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan tugas antar anggota tim.
2) Tanggung Jawab Anggota Tim
a) Menyusun rencana kerja individu;
b) Melaksanakan kinerja sesuai ekspektasi ketua tim; dan
c) Melaporkan hasil kinerjanya kepada ketua tim.
c. Ketentuan Pemilihan Ketua Tim Kerja
1) Memiliki track record kinerja yang baik;
2) Tidak memiliki catatan hukuman disiplin;
3) Memiliki kemampuan koordinasi, komunikasi dan kepemimpinan yang baik; dan
4) Memiliki kompetensi, keahlian dan spesialisasi yang berhubungan dengan ruang tugas tim kerja.
13. Tata Cara Pelibatan Jabatan Fungsional dan Pelaksana dalam Tim Kerja
a. Pemilik kinerja membuat surat permohonan pelibatan;
b. Pemilik kinerja mengirimkan surat permohonan pelibatan JF/Pelaksana kepada Pimpinan Unit Kerja yang dituju;
c. Pimpinan Unit Kerja yang dituju menerima surat permohonan dan memberikan rekomendasi Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang sesuai dengan kriteria;
d. Pimpinan Unit Kerja pemilik kinerja menerima rekomendasi Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang terlibat;
e. Pimpinan Unit Kerja pemilik kinerja menyusun dan memproses surat penugasan; dan
f. Pegawai yang dilibatkan menerima surat penugasan.


14. Pertimbangan Proporsi Tim Kerja Sesuai dengan Lingkup Penugasan
Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator pada Unit Kerja mempertimbangkan proporsi yang didapat oleh Pegawai dalam penugasan pada internal Unit Kerja Eselon II, antar Unit Kerja Eselon II, ataupun lintas Kementerian/Lembaga Non Pemerintah dengan pekerjaan keseharian Pegawai di tempat unit kerja Pegawai tersebut bekerja, agar Pegawai tidak memperoleh penugasan eksternal yang melebihi prioritas penugasan internal unit kerja Pegawai yang bersangkutan.

a.n. MENTERI DALAM NEGERI SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

SUHAJAR DIANTORO
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LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 000.9.6-1325 TAHUN 2023 TENTANG
PELAKSANAAN SISTEM KERJA DAN PENGELOLAAN KINERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PASCA PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

1. Format Surat Tugas Tim Kerja Internal Unit Kerja Eselon II


[image: ]KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA SATUAN KERJA
Jalan…………… Nomor……………..
Telp.  (…..)  ……………….,  Fax  (….)  ………………………………

SURAT TUGAS
Nomor: …………………..
	
Dasar
	
:
	
a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kementerian Negara;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
c. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara;
d. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Kementerian Dalam Negeri;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.
f. Surat  Tugas  Kepala  Biro  Organisasi  dan  Tatalaksana  Nomor
………. tanggal ………….. hal …...



MEMERINTAHKAN:

	Kepada
	:
	Nama-nama dan jabatan Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Tugas ini.






	Untuk
	:
	1. Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Tugas ini sampai dengan akhir Bulan …….., menjadi Tim Evaluasi Kebijakan Tata Naskah Dinas Kementerian Dalam Negeri;
2. Menyusun pedoman dan bahan Evaluasi Kebijakan Tata Naskah Dinas Kementerian Dalam Negeri;
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Evaluasi Kebijakan Tata Naskah Dinas Kementerian Dalam Negeri; dan
4. Melaporkan  hasil  pelaksanaan   Evaluasi  Kebijakan  Tata
Naskah Dinas Kementerian Dalam Negeri.

	
Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan melaporkan hasilnya.

	
	
	Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : ………………

	Nama Jabatan,



Nama Pangkat NIP


 (
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Lampiran Surat Tugas
Kepala	Biro	Organisasi	dan Tatalaksana
Nomor	: 0000004/ST.TU/07/Staff Tata Usaha/2023
Tanggal	: 02-08-2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM adsadqw
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

	I.
	Penanggung Jawab Outcome

	
	Nama
	:  
	Eny Wahyuni, S.Sos

	
	Pangkat/Gol
	:
	

	
	NIP
	:
	196704251992032001

	
	Jabatan
	:
	Pejabat Tinggi Pratama selaku pemilik kinerja

	II.
	Ketua Tim Kerja
	
	

	
	Nama
	:
	Eny Wahyuni, S.Sos

	
	Pangkat/Gol
	:
	

	
	NIP
	:
	196704251992032001

	
	Jabatan
	:
	Pejabat fungsional, administrator, pengawas, atau pelaksana dengan kelas jabatan minimal 7 (tujuh) atau kelas jabatan diatasnya



	III.
	Anggota Tim
	
	

	
	1. Nama            : Tri Wahyuni
    Pangkat/Gol : 
     NIP                  : wahyuni
     Jabatan           : 

	
	2. Nama            : Elisabeth Sarly Papey, S.STP
    Pangkat/Gol : 
     NIP                  : 199502212017082001
     Jabatan           : 

	
	3. Nama            : Suprapto, S.Sos, M.Si
    Pangkat/Gol : 
     NIP                  : 196902191993021001
     Jabatan           : 



Nama Jabatan, Dirjen/Kaban/Sekjen/Irjen/ JPT Pratama a.n. JPT Madya


Nama Pangkat NIP

2. Format Surat Tugas Tim Kerja Antar Unit Kerja Eselon II Lintas Eselon I


[image: ]KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA SATUAN KERJA
Jalan………………… Nomor ${nomor}
Telp. (….)……………., Fax (…..)……………………………………..

SURAT TUGAS
Nomor: 0000004/ST.TU/07/Staff Tata Usaha/2023

	Dasar
	:
	a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.


MEMERINTAHKAN:

	Kepada
	:
	Nama-nama dan jabatan Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Tugas ini.

	Untuk
	:
	1. Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Tugas ini sampai dengan akhir Bulan ………., menjadi Tim Penyusun Kebijakan Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
2. Melakukan perumusan kebijakan Sistem kerja sesuai dengan bidang tugasnya, mensosialisasikan serta mengevaluasi kebijakan sistem kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri; dan
3. Melaporkan hasil penyusunan kepada Pimpinan.

	
	
	Demikian surat tugas ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan melaporkan hasilnya.

Ditetapkan di : .................
Pada tanggal : ………………


Nama Jabatan,



Eny Wahyuni, S.Sos
NIP 196704251992032001

Lampiran Surat Tugas Sekretaris Jenderal Nomor	: 0000004/ST.TU/07/Staff Tata Usaha/2023
Tanggal : 02-08-2023

SUSUNAN  KEANGGOTAAN  TIM  adsadqw
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

	I.
	Pengarah
	:
	Drs. Paskalis Baylon Meja

	II.
	Penanggung   Jawab
	:
	Eny Wahyuni, S.Sos

	III.
	Ketua Tim Kerja
	:
	Eny Wahyuni, S.Sos 

	IV.
	Anggota Tim
	:
		${anggota}




Nama Jabatan,



Eny Wahyuni, S.Sos




3. Format Surat Tugas Tim Kerja Lintas Kementerian/Lembaga Non Pemerintah

[image: ]
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR ………………..
TENTANG
………………………………………………………………………

MENTERI DALAM NEGERI

	Menimbang
	:
	a.  ………………………………………………

	
	
	b.  ………………………………………………

	
	
	1.   …………………………………………………………………………………….

	Mengingat
	:
	2.    …………………………………………………………………………………….
3.    …………………………………………………………………………………….

	
	
	4.   …………………………………………………………………………………….

	
	
	5.   …………………………………………………………………………………….

	
	
	MEMUTUSKAN :

	Menetapkan
	:
	……………………………………………………………………………………….

	KESATU
	:
	……………………………………………………………………………………….

	KEDUA
	:
	……………………………………………………………………………………….

	KETIGA
	:
	……………………………………………………………………………………….

	KEEMPAT
	:
	……………………………………………………………………………………….

	KELIMA
	:
	……………………………………………………………………………………….


Ditetapkan  ………………………………..
pada tanggal, 02-08-2023

Nama Jabatan



Nama


Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.


	LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

	NOMOR TENTANG
	:
:
	………………………
……………….






SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM  adsadqw

	NO
	NAMA JABATAN
	KEDUDUKAN  DALAM TIM

	1
	Eny Wahyuni, S.Sos / 
	Ketua

	2
	Tri Wahyuni / 
	Anggota

	3
	Elisabeth Sarly Papey, S.STP / 
	Anggota

	4
	Drs. Paskalis Baylon Meja / 
	Pengarah

	5
	Suprapto, S.Sos, M.Si / 
	Anggota



Nama Pejabat



Nama












a.n. MENTERI DALAM NEGERI SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.
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LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 000.9.6-1325 TAHUN 2023 TENTANG
PELAKSANAAN SISTEM KERJA DAN PENGELOLAAN KINERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PASCA PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN	FUNGSIONAL	DI	LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara, Kinerja Kementerian Dalam Negeri mengusung tema kerja 2023 yaitu kolaboratif, inovatif, dan berdampak.
a. Kolaboratif dimaknai bahwa dalam penyusunan dan pelaksanaan kinerja perlu mengedepankan kolaborasi antar pegawai, lintas unit kerja, dan menghilangkan silo mentality guna mencapai hasil kerja yang ditetapkan.
b. Inovatif dimaknai bahwa dalam berkinerja diperlukan inovasi yang bersifat pembaruan, pendekatan cara dan metode yang baru, serta tidak melaksanakan kinerja seperti business as usual.
c. Berdampak dimaknai bahwa dalam merencanakan kinerja perlu menentukan indikator kinerja yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan dokumen, namun indikator kinerja perlu memberikan dampak positif untuk internal dan eksternal melalui pendekatan target kualitatif dan/atau kuantitatif.
2. Pengelolaan kinerja Pegawai dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi melalui:
a. Peningkatan kualitas dan kapasitas Pegawai;
b. Penguatan peran Pimpinan; dan
c. Penguatan kolaborasi antara Pimpinan dengan Pegawai, antar Pegawai, dan antara Pegawai dengan pemangku kepentingan/stakeholders lainnya.
3. Pengelolaan kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara dilakukan dengan memperhatikan 5 (lima) prinsip umum sebagai berikut:
a. Pengelolaan kinerja pegawai tidak hanya sekedar menilai kinerja pegawai (performance appraisal) tetapi sebagai instrumen untuk mengembangkan kinerja pegawai (performance development).
b. Pengelolaan kinerja pegawai tidak hanya sekedar merencanakan di awal dan mengevaluasi di akhir tetapi fokus pada bagaimana memenuhi ekspektasi pimpinan (how to meet expectations).



c. Pentingnya intensitas dialog kinerja pimpinan dan pegawai dalam pengelolaan kinerja pegawai.
d. Kinerja individu harus mendukung keberhasilan kinerja organisasi.
e. Kinerja pegawai mencerminkan hasil kerja bukan sekedar uraian tugas serta perilaku yang ditunjukkan dalam bekerja dan berinteraksi dengan orang lain.
4. Pengelolaan kinerja Pegawai terdiri atas:
a. Perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan klarifikasi ekspektasi kinerja Pegawai.
b. Pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja pegawai yang meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik berkelanjutan, dan pengembangan kinerja pegawai;
c. Penilaian kinerja pegawai yang meliputi evaluasi kinerja Pegawai; dan
d. Tindak lanjut hasil evaluasi kinerja Pegawai yang meliputi pemberian penghargaan dan sanksi.
e. Seluruh proses pengelolaan kinerja pegawai di atas (huruf a s.d. d) dilaksanakan dengan melalui proses dialog kinerja yang intensif dan berkelanjutan antara pimpinan dan pegawai secara tim atau individu.
5. Dialog kinerja adalah proses komunikasi antara pimpinan dan pegawai yang dilakukan secara tim kerja atau individu meliputi coaching, mentoring, dan belajar mandiri dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai.
a. Coaching adalah aktivitas interaksi antara Pimpinan atau pihak lain yang diberikan penugasan khusus (coach) dan Pegawai (coachee) yang bertujuan untuk mendapatkan strategi atas pemecahan suatu masalah dengan menggali kemampuan yang dimiliki Pegawai.
b. Mentoring adalah aktivitas untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dari Pimpinan atau pihak lain yang diberikan penugasan khusus (mentor) yang berpengalaman pada sebuah bidang yang ingin dipelajari oleh Pegawai (mentee).
c. Belajar mandiri adalah upaya pegawai untuk mengembangkan kompetensinya secara mandiri melalui proses belajar dengan memanfaatkan sumber pembelajaran yang tersedia untuk meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan yang dipersyaratkan agar terwujudnya peningkatan pengetahuan dan keterampilan.
6. Materi pembahasan dialog kinerja dapat meliputi:
a. Dialog kinerja dalam memastikan kinerja setiap Pegawai berkontribusi terhadap pencapaian target kinerja Organisasi. Pimpinan dapat memberikan Ekspektasi khusus terhadap perilaku kerja yang harus ditunjukkan Pegawai dalam rangka pencapaian hasil kerja yang diharapkan.
 (
19
)


b. Dialog kinerja dalam menetapkan ekspektasi terhadap Pegawai tidak hanya terbatas pada job description Pegawai yang bersangkutan, namun lebih kepada kontribusi pegawai dalam pemenuhan ekspektasi pimpinan job to be done.
c. Dialog kinerja dalam memastikan pencapaian hasil kerja yang diharapkan sesuai dengan nilai dasar aparatur sipil negara BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).
d. Dialog kinerja Pegawai mengklarifikasi ekspektasi dan mengemukakan kesanggupan atas ukuran keberhasilan/ indikator kinerja individu dan target yang diharapkan Pimpinan.
7. Pelaksanaan dialog kinerja didokumentasikan melalui sistem aplikasi Sistem Penilaian Kinerja Jabatan Aparatur.
8. Penyusunan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kinerja tahun 2023 dilaksanakan melalui Sistem Penilaian Kinerja Jabatan Aparatur, namun dalam masa transisi tahun 2023, pegawai tetap melaporkan kinerja bulanan pada aplikasi sikerja.kemendagri.go.id. sampai dengan ditetapkan kebijakan perubahan Permendagri 132 tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Kementerian Dalam Negeri.
9. Pejabat Penilai Kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.10.3-6302 Tahun 2022 tentang Pejabat Penilai Kinerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri melakukan penyusunan kinerja pada level unit Organisasi yang dipimpin (Level1 eselon I dan level 2/eselon II/Pimpinan unit).
10. Pejabat Penilai Kinerja dapat menunjuk pegawai/tim untuk membantu proses administrasi pengelolaan sistem aplikasi Sistem Penilaian Kinerja Jabatan Aparatur.
11. Tata cara penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Kinerja disusun pada level pimpinan unit Organisasi level I (eselon I) dan level II (eselon II).
b. Kinerja terdiri dari sasaran, indikator dan target yang terdapat pada Perjanjian Kinerja (PK) yang memperhatikan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) unit kerja, Indikator Kinerja Program (IKP), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), serta penugasan direktif pimpinan yang diturunkan secara cascading.
c. Penyusunan kinerja didahului dengan dialog kinerja antara pimpinan dan pegawai secara individu atau tim kerja serta didokumentasikan melalui sistem aplikasi Sistem Penilaian Kinerja Jabatan Aparatur.


d. Kinerja Tahunan / siklus penuh adalah rencana kinerja yang akan dievaluasi pada akhir tahun anggaran (Bulan Desember).
e. Kinerja Periodik / siklus pendek adalah rencana kinerja yang akan dievaluasi setiap bulan atau triwulan atau sesuai dengan periode evaluasi yang ditetapkan pada kinerja tersebut.
f. Penugasan dalam rencana kinerja dilakukan melalui penunjukan dan/atau pengajuan sukarela baik berupa tim kerja maupun individu.
g. Mekanisme penugasan dapat berupa individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.
h. Penugasan dapat melibatkan pejabat fungsional dan pelaksana yang berasal dari dalam satu unit Organisasi, lintas unit Organisasi dan/atau  lintas Instansi Pemerintah.
i. Pejabat penilai kinerja dapat menunjuk Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, atau Pejabat Pelaksana sebagai ketua tim kerja dengan memperhatikan profesionalisme, kompetensi, keahlian dan keterampilan.
j. Pejabat Penilai Kinerja dapat mengikutsertakan pegawai di luar unit kerjanya untuk tergabung dalam tim kerja yang dibentuk setelah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Penilai Kinerja yang bersangkutan.
12. Pelaksanaan Kinerja dikoordinasikan oleh ketua tim yang telah ditunjuk.
13. Untuk mendukung pelaksanaan kinerja yang mengedepankan efektivitas, efisiensi, pengambilan keputusan berdasarkan skala prioritas, mekanisme pembagian kerja disusun dan didokumentasikan melalui pendekatan Kanban Board pada aplikasi Sistem Penilaian Kinerja Jabatan Aparatur.
14. Kanban adalah bentuk pengelolaan kinerja secara visual yang membantu memetakan prioritas dan alur kerja menggunakan kolom dan kartu (card). Kanban secara visual menggambarkan pekerjaan pada berbagai tahap proses menggunakan kartu (card) untuk mewakili item pekerjaan dan kolom untuk mewakili setiap tahap proses. Adapun kolom dalam Kanban yaitu:
a. Backlog adalah langkah awal untuk menyusun daftar pekerjaan yang harus dilakukan berdasarkan kebutuhan dan disusun berdasarkan urutan skala prioritas.
b. To do adalah daftar pekerjaan yang telah diputuskan secara komitmen untuk dilaksanakan dengan tanggung jawab, berkualitas tinggi dan dilaksanakan tepat waktu dengan cara memindahkan card dari kolom backlog ke kolom To Do.


c. Doing adalah jumlah pekerjaan yang sedang dikerjakan dan belum selesai. Saat kartu Kanban dipindahkan ke kolom Doing, ini merupakan indikasi bahwa anggota tim sedang mengerjakan tugas tersebut.
d. Done adalah daftar pekerjaan yang telah diselesaikan. Setelah tugas dikerjakan dan diselesaikan, kartu Kanban dipindahkan ke kolom Done.
15. Monitoring dan evaluasi:
a. Pejabat Penilai Kinerja melakukan monitoring pelaksanaan kinerja dengan prinsip bahwa pengelolaan kinerja tidak hanya sekedar menilai kinerja pegawai (performance appraisal) tetapi sebagai instrumen untuk mengembangkan kinerja pegawai (performance development).
b. Periode evaluasi dilaksanakan secara periodik (siklus pendek) dan tahunan (siklus penuh).
c. Evaluasi Kinerja Periodik terhadap rencana kinerja triwulan berjalan yang dilaksanakan pada akhir tiap triwulan (Maret, Juni, September, dan Desember).
d. Evaluasi Kinerja Tahunan terhadap rencana kinerja satu tahun dilaksanakan pada akhir Tahun Anggaran (Desember).
e. Evaluasi BerAKHLAK dilaksanakan dengan mekanisme multi rater 360 derajat.
16. Penghargaan pegawai berkinerja terbaik:
a. Penghargaan diberikan kepada pegawai yang berkinerja tinggi di atas ekspektasi sebagai mekanisme reward and punishment.
b. Unit Kerja Eselon I dapat menetapkan pegawai berkinerja terbaik berdasarkan evaluasi kinerja periodik setiap triwulan sekali dengan kriteria sebagai berikut:
1) Pegawai memiliki prestasi di tingkat unit, nasional, atau internasional yang memberi nama baik bagi Kementerian Dalam Negeri atau Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2) Memiliki Kinerja yang sangat baik/baik dan selalu berupaya untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap hasil kerja secara konsisten;
3) Tidak sedang dalam proses pemeriksaaan atas dugaan pelanggaran disiplin; dan
4) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
c. Kementerian Dalam Negeri menetapkan Pegawai terbaik  dua  kali  dalam setahun (tiap semester) dengan kriteria sebagai berikut:
1) Pegawai memiliki Inovasi yang berdampak pada level internasional, nasional, kementerian atau unit organisasi;


2) Pegawai memiliki prestasi di tingkat unit, nasional, atau internasional yang memberi nama baik bagi Kementerian Dalam Negeri atau Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3) Memiliki Kinerja yang sangat baik/baik dan selalu berupaya untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap hasil kerja secara konsisten;
4) Tidak sedang dalam proses pemeriksaaan atas dugaan pelanggaran disiplin;
5) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
6) Pengusulan pegawai berkinerja terbaik level Kementerian diusulkan oleh unit kerja kepada Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Kepegawaian;
7) Pejabat Penilai Kinerja level I Kementerian melakukan verifikasi dan penilaian terhadap usulan pegawai berkinerja terbaik; dan
8) Menteri Dalam Negeri menetapkan Pegawai terbaik level Kementerian.
d. Bentuk penghargaan dapat berupa:
1) Piagam Menteri Dalam Negeri;
2) Ramah tamah dengan jajaran pimpinan Kementerian Dalam Negeri;
3) Kesempatan mengikuti pelatihan jangka pendek / short course; dan/atau
4) Kenaikan pangkat istimewa.
17. Timeline Kinerja
Kalender Kinerja Kementerian Dalam Negeri
	NO
	PERIODE
	MINGGU
	KEGIATAN

	1.
	Triwulan I
	Minggu ke-1 Bulan Januari s.d. Minggu ke-4 Bulan Maret
	· Perencanaan	Kinerja penugasan Triwulan I
· Klarifikasi ekspektasi
· Dialog Kinerja Triwulan I
· Umpan balik / feedback
	dan

	
	
	Minggu
	ke-4 Bulan Maret
	· Evaluasi  kinerja  periodik  Triwulan I
· Penilaian dan Penetapan Pegawai Berkinerja Terbaik Triwulan I oleh
Pimpinan Unit Kerja Eselon I

	2.
	Triwulan II
	Minggu ke-1  Bulan  April
s.d. Minggu ke-4 Bulan Juni
	· Perencanaan	Kinerja penugasan Triwulan II
· Klarifikasi ekspektasi
· Dialog Kinerja Triwulan II
· Umpan balik / feedback
	dan

	
	
	Minggu
	ke-4 Bulan Juni
	· Evaluasi kinerja  periodik  Triwulan II
· Penilaian dan Penetapan Pegawai
Berkinerja Terbaik Triwulan II oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I

	
	
	Minggu
	ke-1 Bulan Juli
	· Pengusulan Pegawai berkinerja terbaik level Kementerian Periode Semester I




	
	
	Minggu ke-2 s.d. Minggu ke-3 Bulan Juli
	· Penilaian dan Penetapan Pegawai
berkinerja	terbaik	level Kementerian Periode Semester I

	3.
	Triwulan III
	Minggu ke-1  Bulan  Juli
s.d. Minggu ke-4 Bulan September
	· Perencanaan	Kinerja	dan penugasan Triwulan III
· Klarifikasi ekspektasi
· Dialog Kinerja Triwulan III
· Umpan balik / feedback

	
	
	Minggu September
	ke-4
	Bulan
	· Evaluasi kinerja  periodik  Triwulan II
· Penilaian dan Penetapan Pegawai Berkinerja Terbaik Triwulan III oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I

	4.
	Triwulan IV
	Minggu ke-1 Bulan Oktober s.d. Minggu ke-4 Bulan Desember
	· Perencanaan	Kinerja penugasan Triwulan IV
· Klarifikasi ekspektasi
· Dialog Kinerja Triwulan IV
· Umpan balik / feedback
	dan

	
	
	Minggu Desember
	ke-4
	Bulan
	· Evaluasi kinerja periodik Triwulan IV
· Evaluasi Kinerja Tahunan Tahun Anggaran
· Penilaian dan Penetapan Pegawai Berkinerja Terbaik Triwulan IV oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I

	
	
	Minggu Desember
	ke-1
	Bulan
	· Pengusulan Pegawai berkinerja terbaik level Kementerian Periode Semester II

	
	
	Minggu ke-2 s.d. Minggu ke-3 Bulan Desember
	· Penilaian dan Penetapan Pegawai berkinerja	terbaik	level Kementerian Periode Semester II
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